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Paragraf 1
Program Studi
PASAL 33

(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.

(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai
dengan program Pendidikan.

(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi
persyaratan minimum akreditasi.

(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan
oleh Perguruan Tinggi.

(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan
akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada . saat jangka waktu
akreditasinya berakhir.

(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

PASAL 34

(1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dan/
atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi
atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi
setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal penyelenggaraan Program Studi di
kampus utama Perguruan Tinggi ‘dan/atau di luar kampus " utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
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Paragraf 2

PASAL 35 Kurikulum

(1) Kurikulum pendidikan tinggi- merupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang
digunakan sebagai pedoman.penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang
mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan
keterampilan.

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wa-
jib memuat mata kuliah:

a. agama;

b. Pancasila;

c. kewarganegaraan; dan
d. bahasa Indonesia.

(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikul
er.

(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud .pada ayat (3) dilaksanakan untuk
program sarjana dan program-diploma.

PASAL 36

. Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kemente-
rian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas
mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

Paragraf 3

PASAL 37 Bahasa Pengantar

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa
pengantar di Perguruan Tinggi.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pro-
gram studi bahasa dan sastra daerah.

(3)'Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan
Tinggi.
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Paragraf 4

PASAL 38 Perpindahan dan Penyetaraan

(1) Bahasa:Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa -
pengantar di Perguruan Tinggi.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pro-
gram studi bahasa dan sastra daerah.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan
Tinggi.

PASAL 39

(1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjut-
kan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.

(2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada
pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi
atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

PASAL 40

(1) Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat mengikuti Pendidikan Tinggi
di Indonesia setelah melalui penyetaraan.

(2) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf s
PASAL 41 Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana

(1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan,
difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program
Studi yang dikembangkan.

(2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi.

(3) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi
keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan
kecerdasan




